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Rumput laut merupakan komoditas penting bagi ekonomi pesisir
Indonesia. Selain menjadi bahan baku industri pangan, farmasi,
kosmetik, pakan, dan bioteknologi, rumput laut juga menjadi
sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Potensi tersebut didukung oleh iklim tropis, garis pantai yang
panjang, dan keragaman jenis bernilai ekonomi, seperti
Kappaphycus alvarezii, Eucheuma denticulatum, Gracilaria,
Sargassum, Ulva, dan Caulerpa. Namun, potensi besar tersebut
belum sepenuhnya didukung pengelolaan kawasan budidaya yang
terencana dan berkelanjutan.
Di berbagai daerah, pengembangan budidaya masih berlangsung
secara parsial tanpa memperhatikan kesesuaian lokasi, daya
dukung lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan keberlanjutan
ekosistem pesisir. Akibatnya, peningkatan luas areal tidak selalu
diikuti peningkatan produksi. Penurunan kualitas perairan,
penyakit, perubahan iklim, pencemaran, dan persaingan
pemanfaatan ruang semakin menjadi kendala bagi pembudidaya.
Ancaman yang semakin serius adalah alih fungsi kawasan budidaya
untuk industri dan pembangunan berskala besar, terutama
pertambangan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional
(PSN). Pertambangan, kawasan industri, pelabuhan, permukiman,
dan infrastruktur pendukung dapat mengubah bentang alam, pola
arus, sedimentasi, kekeruhan, dan kualitas perairan. Dampaknya
dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh kawasan
budidaya, baik di pesisir maupun laut.
Persoalan semakin kompleks ketika terjadi perubahan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih mengakomodasi
kepentingan pembangunan strategis dibandingkan perlindungan
kawasan budidaya yang telah lama dimanfaatkan masyarakat. Jika
perubahan tata ruang tidak mempertimbangkan daya dukung
lingkungan, risiko ekologis, nilai ekonomi, dan mata pencaharian
masyarakat, kawasan budidaya dapat kehilangan fungsi
produksinya secara bertahap.
Kawasan budidaya rumput laut bukanlah ruang kosong yang dapat
dialihfungsikan sewaktu-waktu. Di dalamnya terdapat investasi
masyarakat, sarana produksi, kelembagaan, pengetahuan lokal,
jaringan perdagangan, dan ekosistem yang menopang kehidupan
pesisir. Perubahan fungsi kawasan dapat mengurangi pendapatan,
menghilangkan investasi, mengganggu mata pencaharian, dan
melemahkan rantai usaha rumput laut.
Dampak pembangunan bahkan dapat terjadi tanpa menghilangkan
status kawasan budidaya. Pertambangan, industri, pelabuhan,
reklamasi, dan kegiatan lainnya dapat meningkatkan sedimentasi,
pencemaran, serta mengubah pola arus dan kualitas air. Akibatnya,
pertumbuhan rumput laut terganggu, penyakit meningkat, kualitas
hasil menurun, dan pembudidaya dapat meninggalkan lokasi.
Dengan demikian, penurunan produksi tidak selalu disebabkan oleh
teknik budidaya, tetapi juga dapat merupakan dampak perubahan
tata ruang dan kondisi ekologis kawasan.
Karena itu, tata ruang harus menjadi dasar pengelolaan kawasan
budidaya secara berkelanjutan. Penataan ruang perlu menentukan
lokasi, kapasitas, kepadatan, teknologi, dan intensitas budidaya
berdasarkan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial
masyarakat. Perencanaannya juga harus mengintegrasikan wilayah
darat dan laut dengan mempertimbangkan pertambangan, industri,
pelabuhan, permukiman, pariwisata, perikanan, konservasi, dan
aktivitas lainnya.
Keberadaan kawasan budidaya harus menjadi pertimbangan utama
dalam setiap perubahan RTRW dan pembangunan berskala besar.
Status PSN tidak seharusnya secara otomatis menghilangkan fungsi
kawasan budidaya yang telah menjadi sumber kehidupan
masyarakat. Setiap rencana pembangunan yang berpotensi

memengaruhi kawasan tersebut perlu dikaji berdasarkan dampak
lingkungan, produksi, mata pencaharian, dan nilai ekonomi jangka
panjang.

Tata Ruang sebagai Fondasi Pengembangan
Budidaya Rumput Laut
Keberhasilan budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan. Faktor seperti suhu, salinitas, arus, kedalaman,
kecerahan, nutrien, substrat, kualitas air, dan tingkat
keterlindungan dari gelombang menentukan kemampuan rumput
laut untuk tumbuh dan bertahan. Karena itu, tidak semua wilayah
pesisir dapat digunakan secara optimal untuk budidaya.
Kesalahan dalam memilih lokasi dapat menyebabkan pertumbuhan
lambat, mudahnya terjadi serangan penyakit, kerusakan thallus,
meningkatnya biofouling, hingga kehilangan biomassa akibat
gelombang dan arus yang terlalu kuat. Sebaliknya, lokasi yang
sesuai dapat meningkatkan pertumbuhan, menurunkan mortalitas,
mengurangi biaya produksi, dan menghasilkan bahan baku dengan
kualitas yang lebih baik.
Tata ruang kawasan budidaya perlu dimulai dengan pemetaan
kesesuaian lokasi berbasis data biofisik. Teknologi penginderaan
jauh, sistem informasi geografis (SIG), survei lapangan, serta
pemantauan kualitas perairan dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kawasan potensial. Hasil pemetaan tersebut
kemudian dapat digunakan untuk menentukan zona produksi, zona
perlindungan, zona penyangga, serta zona pemanfaatan lainnya.
Pendekatan ini penting karena pengembangan budidaya
seharusnya tidak lagi didasarkan semata-mata pada ketersediaan
ruang, tetapi pada kesesuaian dan daya dukung ruang.

Menghindari Konflik Pemanfaatan Wilayah
Pesisir
Wilayah pesisir memiliki beragam kepentingan, seperti perikanan,
budidaya, pariwisata, pelabuhan, industri, pertambangan,
konservasi, dan permukiman. Tanpa tata ruang yang jelas,
kegiatan tersebut dapat menimbulkan konflik dan mengganggu
kawasan budidaya rumput laut. Pembangunan industri,
pertambangan, dan pelabuhan berpotensi mengubah arus,
meningkatkan sedimentasi, menurunkan kualitas air, dan memicu
pencemaran. Karena itu, penetapan kawasan budidaya harus
mempertimbangkan kondisi lingkungan, aktivitas di sekitarnya,
serta risiko perubahan pemanfaatan ruang di masa depan.
Perlindungan tata ruang menjadi semakin penting di kawasan
pesisir yang mengalami industrialisasi agar produktivitas dan
keberlanjutan budidaya rumput laut tetap terjamin.

Daya Dukung Lingkungan sebagai Dasar
Penentuan Luas Budidaya
Pengembangan budidaya rumput laut perlu mempertimbangkan
daya dukung lingkungan agar perluasan areal tidak menimbulkan
tekanan ekologis. Daya dukung mencakup kemampuan perairan
mempertahankan kualitas air, menyediakan nutrien, mendukung
sirkulasi, dan menerima aktivitas budidaya. Kepadatan unit yang
berlebihan dapat menghambat pertukaran air dan menurunkan
produktivitas. Karena itu, konsep carrying capacity harus menjadi
dasar penentuan luas kawasan, kepadatan tali, rakit, longline, serta
jarak antarunit dan blok budidaya. Tujuannya bukan memperluas
areal secara maksimal, tetapi mencapai produksi optimal tanpa
melampaui kemampuan lingkungan, sehingga produktivitas dan
keberlanjutan kawasan dapat dipertahankan.

Perlindungan terhadap Pencemaran
Pencemaran dari limbah domestik, industri, pertambangan,
aktivitas pelabuhan, pertanian, maupun kegiatan pesisir lainnya
dapat menimbulkan risiko serius. Selain menurunkan kualitas
rumput laut, pencemaran tertentu juga dapat menyebabkan
akumulasi bahan berbahaya yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap keamanan bahan baku untuk industri pangan dan produk
lainnya.
Tata ruang harus menyediakan zona perlindungan atau buffer zone
antara kawasan budidaya dan sumber potensial pencemaran.
Selain itu, harus terdapat sistem monitoring kualitas air secara
berkala untuk parameter fisika, kimia, dan biologi.
Pendekatan ini penting karena keberlanjutan produksi rumput laut
sangat bergantung pada kualitas lingkungan dalam jangka
panjang. Perlindungan kawasan budidaya harus dilakukan sebelum
terjadi pencemaran, bukan setelah produktivitas pembudidaya
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mengalami penurunan.

Tata Ruang dan Perubahan Iklim
Perubahan iklim menambah kompleksitas pengelolaan budidaya
rumput laut. Peningkatan suhu laut, perubahan pola curah hujan,
perubahan salinitas, peningkatan frekuensi gelombang ekstrem,
perubahan pola arus, serta meningkatnya tekanan penyakit dapat
memengaruhi produktivitas.
Karena itu, tata ruang masa depan harus menggunakan
pendekatan berbasis risiko iklim. Kawasan yang terlalu terbuka
terhadap gelombang ekstrem, misalnya, perlu mendapatkan
perlakuan berbeda dibandingkan kawasan yang terlindung.
Demikian pula kawasan yang mengalami peningkatan suhu atau
perubahan kualitas air secara musiman perlu dikelola dengan
strategi adaptasi yang sesuai.
Diversifikasi lokasi produksi juga dapat menjadi strategi penting.
Ketergantungan terhadap satu kawasan produksi akan
meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan lingkungan.
Sebaliknya, jaringan kawasan produksi yang tersebar dan dikelola
secara terintegrasi dapat meningkatkan ketahanan industri rumput
laut terhadap perubahan iklim.

Membangun Klaster Budidaya Rumput Laut
yang Berkelanjutan
Tata ruang menjadi dasar penting dalam membangun klaster
rumput laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, integrasi
hulu–hilir tidak berarti seluruh kegiatan harus berada dalam satu
kawasan atau berdekatan dengan lokasi budidaya. Setiap aktivitas
harus ditempatkan sesuai fungsi ruang, kondisi lingkungan, risiko
pencemaran, dan daya dukung kawasan.
Kawasan budidaya rumput laut harus dilindungi dan tidak
ditempatkan berdekatan dengan industri atau pabrik pengolahan
yang berpotensi menghasilkan limbah. Limbah cair, padat, maupun
bahan kimia dapat menurunkan kualitas perairan dan produktivitas
rumput laut. Karena itu, kawasan industri harus ditempatkan pada
zona tersendiri dengan sistem pengelolaan limbah yang memenuhi
standar lingkungan. Hal yang sama berlaku bagi pelabuhan dan
fasilitas transportasi laut. Aktivitas kapal, pengerukan, tumpahan
bahan bakar, limbah, peningkatan kekeruhan, serta perubahan
arus dan sedimentasi dapat mengganggu kualitas perairan. Oleh
karena itu, pelabuhan harus ditempatkan di luar kawasan budidaya
dengan mempertimbangkan arus, sedimentasi, sirkulasi air, dan
potensi dampaknya terhadap lingkungan.
Dengan demikian, klaster rumput laut perlu menerapkan prinsip
“terintegrasi dalam sistem, tetapi terpisah dalam fungsi ruang.”
Kawasan budidaya difokuskan pada pembibitan, nursery, produksi,
dan penanganan awal, sedangkan pengeringan skala besar,
pergudangan, industri pengolahan, dan pelabuhan ditempatkan
pada zona yang sesuai dan terhubung melalui sistem transportasi
serta rantai pasok.
Pendekatan ini membentuk klaster berbasis zonasi, bukan sekadar
kedekatan geografis. Kawasan produksi tetap terhubung dengan
teknologi, sarana produksi, fasilitas pascapanen, pasar, dan industri
hilir, tetapi terlindungi dari potensi pencemaran. Dengan demikian,
tata ruang dapat mendukung hilirisasi sekaligus menjaga kualitas
lingkungan dan keberlanjutan produksi rumput laut.

Membangun Kampung Rumput Laut Berbasis
Tata Ruang yang Berkelanjutan
Tata ruang merupakan fondasi penting dalam membangun
Kampung Rumput Laut yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Namun, Kampung Rumput Laut tidak berarti seluruh aktivitas hulu
hingga hilir ditempatkan dalam satu kawasan. Integrasi harus
dipahami sebagai keterhubungan dalam satu rantai nilai,
sedangkan penempatan setiap kegiatan tetap disesuaikan dengan
fungsi ruang, daya dukung, dan risiko lingkungan.
Kegiatan pembibitan dan budidaya membutuhkan perairan yang
bersih dan sesuai secara ekologis. Sebaliknya, industri pengolahan,
pergudangan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi dapat
memberikan tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, kawasan
budidaya tidak seharusnya berdekatan dengan industri atau pabrik
pengolahan yang berpotensi menghasilkan limbah. Limbah cair,
padat, dan bahan kimia dapat menurunkan kualitas perairan serta
produktivitas rumput laut. Industri pengolahan perlu ditempatkan
pada zona tersendiri dengan sistem pengelolaan limbah yang
memenuhi standar lingkungan.

Demikian pula, pelabuhan tidak seharusnya dibangun di dalam
atau berdekatan dengan kawasan budidaya rumput laut. Aktivitas
kapal, pengerukan, tumpahan bahan bakar, limbah, peningkatan
kekeruhan, serta perubahan arus dan sedimentasi dapat
mengganggu kondisi perairan. Penentuan lokasi pelabuhan harus
mempertimbangkan hidrodinamika, arah arus, sedimentasi,
kedalaman, dan potensi dampaknya terhadap kawasan budidaya.
Dengan demikian, Kampung Rumput Laut perlu dikembangkan
sebagai sistem kawasan yang saling terhubung, tetapi tidak harus
berada dalam satu lokasi fisik. Kawasan produksi dapat difokuskan
pada pembibitan, nursery, budidaya, dan penanganan awal hasil
panen. Sementara fasilitas pengeringan, pergudangan, industri
pengolahan, pelabuhan, dan logistik ditempatkan pada zona yang
sesuai serta dihubungkan melalui jaringan transportasi dan rantai
pasok.

Kepastian Tata Ruang
Konsep kawasan budidaya berkelanjutan tidak akan berjalan tanpa
kepastian dan konsistensi tata ruang dalam jangka panjang. Salah
satu persoalan mendasar adalah perubahan kebijakan dan
pemanfaatan ruang akibat pergantian kepemimpinan di tingkat
daerah maupun nasional. Kawasan budidaya yang telah
dimanfaatkan masyarakat selama bertahun-tahun dapat
menghadapi ketidakpastian ketika muncul kebijakan pembangunan
baru.
Persoalan menjadi semakin serius ketika kawasan budidaya
berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Status
strategis suatu proyek tidak seharusnya secara otomatis
mengesampingkan kawasan budidaya yang telah lama menjadi
sumber kehidupan masyarakat. Perubahan fungsi ruang harus
mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dampak
sosial-ekonomi, investasi masyarakat, dan keberlanjutan mata
pencaharian.
Kawasan budidaya bukan ruang kosong yang dapat dialihfungsikan
sewaktu-waktu. Di dalamnya terdapat sarana produksi, investasi,
kelembagaan, pengetahuan lokal, jaringan ekonomi, serta
ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Karena
itu, kawasan yang telah ditetapkan perlu memperoleh perlindungan
tata ruang jangka panjang dan tidak mudah dialihkan untuk
kepentingan lain.

Integrasi dan Perlindungan
Pembangunan Kampung Rumput Laut harus menggabungkan dua
prinsip, yaitu integrasi rantai nilai dan perlindungan ruang produksi.
Pembudidaya perlu terhubung dengan pusat pembibitan, fasilitas
pascapanen, industri, pasar, lembaga pembiayaan, penelitian, dan
teknologi, tetapi setiap kegiatan harus ditempatkan sesuai fungsi
ruangnya. Prinsip tersebut dapat dirumuskan sebagai:
“Terintegrasi dalam sistem, tetapi terpisah dalam fungsi ruang;
terhubung secara ekonomi, tetapi terlindungi secara ekologis.”
Keberhasilan tata ruang juga membutuhkan keterlibatan
masyarakat. Pembudidaya perlu dilibatkan dalam penetapan
zonasi, pengawasan, dan pengelolaan kawasan karena memiliki
pengetahuan lokal mengenai kondisi perairan dan perubahan
lingkungan. Dengan demikian, Kampung Rumput Laut dapat
berkembang sebagai jejaring ekonomi dan sosial yang terintegrasi,
sekaligus kawasan produksi yang terlindungi dan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan
Tata ruang bukanlah dokumen yang bersifat statis. Kondisi
lingkungan dan aktivitas manusia terus berubah. Oleh karena itu,
kawasan budidaya perlu dipantau secara berkala.
Monitoring dapat mencakup kualitas air, pertumbuhan rumput laut,
produktivitas, penyakit, biofouling, perubahan garis pantai,
sedimentasi, perubahan tutupan ekosistem pesisir, serta aktivitas
manusia di sekitar kawasan. Teknologi digital dan penginderaan
jauh dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan.
Data hasil monitoring selanjutnya harus menjadi dasar untuk
melakukan evaluasi dan penyesuaian tata ruang. Jika suatu
kawasan mengalami penurunan kualitas lingkungan, misalnya,
intensitas budidaya dapat dikurangi atau kawasan tersebut
diberikan masa pemulihan.
Dengan demikian, tata ruang harus bersifat adaptif, bukan sekadar
menetapkan batas wilayah secara permanen.
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Menuju Kawasan Budidaya Rumput Laut
Berkelanjutan
Keberlanjutan kawasan budidaya membutuhkan integrasi aspek
ekologi, teknologi, ekonomi, kelembagaan, dan sosial. Tata ruang
harus menjawab lima hal: di mana budidaya dilakukan, berapa
kapasitasnya, teknologi apa yang sesuai, bagaimana risiko
lingkungan dikendalikan, dan siapa yang bertanggung jawab. Model
Kawasan Budidaya Rumput Laut Berkelanjutan (KB-RLB) dapat
mencakup pemetaan kesesuaian, zonasi produksi dan
perlindungan, daya dukung, pengaturan kepadatan dan teknologi,
perlindungan dari pencemaran, infrastruktur, partisipasi
masyarakat, monitoring, adaptasi iklim, serta evaluasi berkala.
Pendekatan ini mengubah orientasi dari perluasan areal menuju
optimalisasi kawasan, dengan meningkatkan produktivitas tanpa
mengorbankan kesehatan ekosistem.

Rekomendasi Penguatan Tata Kelola dan
Perlindungan Kawasan Budidaya
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan perubahan
dari tata kelola yang sektoral dan jangka pendek menuju tata
kelola kawasan budidaya yang terintegrasi, berbasis daya dukung,
partisipatif, dan memiliki kepastian hukum jangka panjang.
Kawasan budidaya rumput laut perlu dipandang sebagai aset
strategis yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, ekologis, dan
sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.
1. Membentuk Undang-Undang Tata Kelola dan Perlindungan
Kawasan Budidaya
Pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan Undang-Undang
tentang Tata Kelola dan Perlindungan Kawasan Budidaya sebagai
payung hukum nasional. Regulasi ini diperlukan untuk memberikan
kepastian terhadap kawasan yang telah ditetapkan dan
dimanfaatkan masyarakat serta mencegah alih fungsi yang tidak
terkendali.
Undang-undang tersebut perlu mengatur penetapan, perlindungan,
pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan perubahan fungsi
kawasan. Dalam konteks rumput laut, perlindungan harus
mencakup kawasan yang terancam oleh pertambangan, industri,
pelabuhan, reklamasi, perumahan, permukiman, pembuangan
limbah, dan aktivitas lain yang berpotensi menurunkan kualitas
perairan.
Setiap rencana pembangunan yang berpotensi memengaruhi
kawasan budidaya wajib mempertimbangkan keberadaan kawasan
tersebut dalam perencanaan, perizinan, kajian lingkungan, dan
penetapan lokasi.
2. Menetapkan Kawasan Budidaya sebagai Kawasan yang
Dilindungi secara Fungsional
Kawasan budidaya yang telah ditetapkan berdasarkan kajian
kesesuaian dan daya dukung perlu memperoleh perlindungan
fungsional. Penetapannya harus dilengkapi batas geografis,
kapasitas produksi, daya dukung, komoditas, dan karakteristik
sosial-ekonomi masyarakat serta terintegrasi dalam sistem
informasi tata ruang.
3. Menerapkan Prinsip No Net Loss
Setiap pembangunan yang menyebabkan berkurangnya kawasan
budidaya produktif perlu menerapkan prinsip “no net loss”. Jika
pengalihan tidak dapat dihindari, harus tersedia kawasan pengganti
dengan luasan, kualitas, dan kapasitas produksi yang setara atau
lebih baik. Prinsip ini penting untuk mencegah penyusutan kawasan
budidaya akibat pembangunan sektoral.
4. Memperkuat Perlindungan dari Aktivitas Pertambangan
Pertambangan, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
berpotensi menyebabkan sedimentasi, pencemaran, perubahan
kualitas air, dan perubahan bentang alam. Kawasan budidaya yang
terdampak perlu dilindungi melalui zona penyangga, pemantauan
kualitas air, dan kajian risiko lingkungan. Penilaian dampak harus
mempertimbangkan konektivitas ekologis dan pergerakan massa
air, bukan hanya batas administratif.
5. Mengendalikan Perumahan dan Permukiman Pesisir
Pertumbuhan permukiman perlu diarahkan agar tidak mengganggu
kawasan budidaya. Limbah domestik, sampah, dan pembangunan
struktur pantai dapat menurunkan kualitas perairan. Karena itu,
permukiman harus dilengkapi sanitasi dan pengelolaan limbah
yang baik serta memiliki jarak aman dari kawasan produksi dan
sumber pencemar.

6. Memisahkan Kawasan Budidaya dari Industri dan Pelabuhan
Industri pengolahan rumput laut tetap diperlukan untuk
mendukung hilirisasi, tetapi tidak harus berdekatan dengan
kawasan produksi. Demikian pula, pelabuhan sebaiknya
ditempatkan di luar kawasan budidaya dengan mempertimbangkan
hidrodinamika, sedimentasi, kualitas air, dan risiko pencemaran.
Prinsip yang perlu diterapkan adalah: “Terintegrasi dalam rantai
nilai, tetapi terpisah berdasarkan fungsi ruang.”
Dengan demikian, integrasi hulu–hilir tetap dapat berlangsung
melalui jaringan logistik tanpa menjadikan kawasan budidaya
sebagai penerima dampak industri dan transportasi.
7. Membangun Sistem Monitoring Berbasis Data
Pemerintah perlu mengembangkan sistem pemantauan kawasan
budidaya rumput laut berbasis SIG, penginderaan jauh, drone,
sensor kualitas air, dan teknologi digital. Monitoring mencakup
kualitas air, produktivitas, penyakit, pencemaran, perubahan
penggunaan ruang, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas
industri dan pertambangan. Data tersebut menjadi dasar evaluasi
dan tindakan pencegahan.
8. Menjamin Kepastian Tata Ruang Lintas Pemerintahan
Kawasan budidaya yang telah ditetapkan perlu memiliki kepastian
lintas periode pemerintahan. Pergantian gubernur, bupati, wali
kota, maupun presiden tidak seharusnya secara otomatis
mengubah fungsi kawasan. Setiap perubahan RTRW harus
dilakukan secara transparan, berbasis data, melibatkan
masyarakat, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
9. Memperkuat Peran Masyarakat
Pembudidaya harus menjadi bagian utama dalam penetapan
zonasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kawasan. Kelompok
pembudidaya, koperasi, kelembagaan desa, dan kelembagaan adat
dapat diperkuat untuk mengelola kawasan sekaligus melakukan
pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak.
10. Mengembangkan Kampung Rumput Laut sebagai Jejaring
Kawasan
Kampung Rumput Laut sebaiknya dikembangkan sebagai jejaring
kawasan, bukan kawasan tunggal yang menempatkan seluruh
aktivitas hulu–hilir pada satu lokasi. Pembibitan, budidaya,
pascapanen, pergudangan, industri, pelabuhan, penelitian, dan
pasar dapat berada di lokasi berbeda sesuai fungsi ruang, tetapi
dihubungkan melalui sistem logistik, kelembagaan, teknologi, dan
rantai nilai.
Dengan pendekatan tersebut, integrasi ekonomi tidak harus berarti
kedekatan geografis. Kawasan produksi dapat tetap terlindungi,
sementara industri dan fasilitas pendukung berkembang pada
lokasi yang sesuai. Tata ruang akhirnya berfungsi bukan hanya
sebagai instrumen pengaturan ruang, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan kawasan, kepastian investasi, dan
keberlanjutan ekonomi rumput laut nasional.

Penutup: Menuju Perlindungan Kawasan
Budidaya sebagai Kepentingan Nasional
Keberlanjutan budidaya rumput laut tidak hanya bergantung pada
teknologi, bibit unggul, pasar, dan industri hilir, tetapi juga pada
kepastian dan perlindungan ruang produksi dalam jangka panjang.
Karena itu, Undang-Undang Tata Kelola dan Perlindungan Kawasan
Budidaya perlu dipertimbangkan sebagai kebijakan nasional untuk
mencegah alih fungsi yang tidak terkendali dan memastikan setiap
perubahan ruang berdasarkan kajian ilmiah, daya dukung
lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Kawasan budidaya
bukan ruang kosong, melainkan ruang produksi, ekologis, ekonomi,
dan kehidupan masyarakat pesisir. Prinsipnya sederhana: “Lindungi
ruang produksinya, jaga ekosistemnya, kuatkan masyarakatnya,
dan kembangkan industrinya.” Dengan kepastian hukum, produksi,
investasi, hilirisasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat
berkelanjutan.
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